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AN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10STAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
AHIBTIDAIYAH NURUL ULUM | OGAN KOMERING ILIR

™ N

GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER!I AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Sanwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bemmutu, periu memberikan kesesmpatan
masyarakat melalsi organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional

o
pendidikan

Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dala

dalam Lampiran Keputusan ini telah

abis
Bahwa madrasah sebagaimana lercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional madrasah;
SBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hundf a hunef b, dan huruf C peru menetapkan
e | o g Pemberian 1zin Pendirian
; abupaten Ogan Komering

2003 tentang Sistem
Negara Republik Indonesia
mbaran Negara Republik

un 2005 tentang Indonesia
Lembaran diubah dengan
2015 tentang Perubahan
or 19 Tahun 2005 tentang
Negara Republik

ihun 2008 tentang
L Republik Indonesia
Negara Republik

2010 tentang
(Lembaran
., Tambahan
5150)
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian
Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti |zin Pendirian
Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan

Kerusakan Dokumen |zin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL

sendirian/operasional madrasah
gantum dalam Lampiran yang
jari Keputusan ini.
mana dimaksud dalam Diktum
adrasah yang bersangkutan
lengan  ketentuan peraturan

gal ditetapkan.

Palembang
Desember 2019

AMA REPUBLIK INDONESIA
OR AYAH

AGAMA

ERA SELATAN

M., M.Pd.|
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